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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
DI INDONESIA
MUHAMAD CHESAR REYHANDIO

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3) merupakan isu penting dalam hukum lingkungan di Indonesia,
mengingat semakin meningkatnya aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam pengelolaan limbah B3 serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang
dapat dikenakan terhadap korporasi berdasarkan perspektif hukum lingkungan di
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus
kajian meliputi Ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Pasal 116-119),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan MA Nomor 13 Tahun
2016. serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum
lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa.Pengaturan
pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengelolaan limbah B3 telah
diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Pasal 116-119), PP
Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016. Kerangka
hukum ini mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai
pertanggungjawaban, baik terhadap badan usaha maupun orang yang memberi
perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Bentuk
pertanggungjawaban  pidana  korporasi  meliputi  penerapan  sistem
pertanggungjawaban ganda (double track liability system) berupa sanksi 78 pokok
(pidana penjara dan denda yang diperberat sepertiga) serta .sanksi tambahan
(perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak
pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan). Pertanggungjawaban
ini didasarkan pada teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability), dan teori pertanggungjawaban mutlak (strict liability), serta
didukung oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pencemar
membayar (polluter pays principle) dan prinsip kehatihatian (precautionary
principle).

Kata Kunci :. Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Limbah B3, Hukum
Lingkungan.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS IN THE
MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (B3) FROM
THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA
Muhamad Chesar Reyhandio

Corporate criminal liability in the management of hazardous and toxic waste
(B3) is an important issue in Indonesian environmental law, considering the
increasing industrial activities that have the potential to cause environmental
pollution and damage. This study aims to analyze the legal framework
governing corporate criminal liability in the management of B3 waste as well
as the forms of liability that can be imposed on corporations based on the
perspective of environmental law in Indonesia. The research method used is a
juridical method with statutory and conceptual approaches. The data consist of
primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed
qualitatively. The focus of the study includes provisions in Law Number 32 of
2009 concerning Environmental Protection and Management (Articles 116—
119), Government Regulation Number 22 of 2021, and Supreme Court
Regulation Number 13 of 2016, as well as the principles of corporate criminal
liability in environmental law. The results of the study indicate that the
regulation of corporate criminal liability in the management of B3 waste has
been established through Law Number 32 of 2009 on Environmental
Protection and Management (Articles 116-119), Government Regulation
Number 22 of 2021, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. This
legal framework recognizes corporations as subjects of criminal law that can
be held liable, both as business entities and individuals who give orders or act
as leaders in the commission of such crimes. The forms of corporate criminal
liability include the application of a double track liability system in the form of
principal sanctions (imprisonment and fines increased by one-third) as well as
additional sanctions (confiscation of profits, closure of business premises,
remediation of the consequences of the crime, and placement of the company
under supervision). This liability is based on the identification theory,
vicarious liability theory, and strict liability theory, and is supported by
environmental law principles such as the polluter pays principle and the
precautionary principle.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Hazardous and Toxic Waste (B3),
Environmental Law.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengembangan lahan berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya
alam secara berkelanjutan dan aktivitas ekonomi. Berdasar pada Pasal 28H,
Ayat 1 UU Dasar 1945 Republik Indonesia, pemerintah bertanggung jawab
untuk memastikan tidak hanya pembangunan ekonomi tetapi juga perlindungan
lingkungan, yang merupakan hak mendasar seluruh warga negara. Lingkungan
yang sehat dan bersih Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup semua
organisme hidup, termasuk manusia, dan untuk itulah merupakan tanggung
jawab pengelolaan lingkungan dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum
yang berlaku dan langkah-langkah hukum lainnya.'

Faktanya, perusahaan di sektor industri maupun jasa sering Kali
menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah dan material
berbahaya (B3) diklasifikasikan sebagai risiko sangat tinggi. Limbah B3
memiliki sifat unik seperti tahan panas, korosif, mudah terbakar, dan reaktif
cepat, dan jika dibuang secara tidak benar, dapat menimbulkan ancaman serius
bagi kesehatan manusia dan keseimbangan lingkungan.”

Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jumlah limbah dan zat

berbahaya yang dihasilkan oleh sektor bisnis juga meningkat. Untuk itulah,

' Selika Afritta dan Harisa Hayatuddin, Hukum Lingkungan Hidup (Jakarta:
Kencana, 2021) him 4

? Takdir Rahmadi, Lingkungan Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2015, him. 87.



sistem pengelolaan limbah yang mapan serta bedasar pada aturan sangat
penting. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pengelolaan limbah dapat
menyebabkan polusi tanah, air, dan udara, yang secara langsung berdampak
pada kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekosistem.’

Indonesia adalah negara yang taat hukum dengan undang-undang dan
peraturan yang komprehensif yang mengatur keselamatan dan pengelolaan
lingkungan. UU Keselamatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32
Tahun 2009 mewajibkan semua bisnis dan pelaku usaha untuk mencegah polusi
dan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab ini juga mencakup pembuangan
dan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya yang aman. Pelanggaran
terhadap undang-undang ini bisa memberi akibat tindakan hukum, termasuk
sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai
entitas hukum yang tunduk pada penuntutan pidana. Konsep ini berakar dari
fakta bahwa banyak kejahatan, termasuk kejahatan lingkungan, sering terjadi
dalam konteks aktivitas korporasi. Karena keputusan dan kebijakan korporasi
yang berdampak pada lingkungan biasanya ditentukan oleh manajemen,
tanggung jawab pidana tidak dapat dibatasi hanya pada mereka yang
beroperasi dalam konteks tersebut.’

Tanggung jawab pidana korporasi berdasarkan hukum lingkungan

memainkan peran penting dalam litigasi pencemaran dan pencegahan

 Andri G Wibisana, “Pembangungan Berkelanjutan: Status Hukum Dan

Pemaknaannya,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun 1 (2018): 55-66.
* Muladi dan Dwija Priyatno, Hukum Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2020,
him. 23.



pencemaran. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi bertujuan untuk
mendorong pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan
perusahaan, dan mencegah perusahaan mengabaikan tanggung jawab mereka
terhadap pembuangan limbah berbahaya atau zat beracun semata-mata karena
alasan ekonomi.’

Meskipun peraturan mengenai pengelolaan limbah berbahaya telah
ditetapkan secara cermat oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan
persyaratan teknis terkait, kesalahan sering terjadi selama proses tersebut.
Pelanggaran ini meliputi pembuangan ilegal, pengelolaan limbah yang tidak
tepat, dan pelepasan limbah berbahaya yang tidak diolah ke lingkungan, yang
menyoroti kesenjangan antara persyaratan hukum yang berlaku dan praktik
aktual.

Salah satu peraturan terpenting terkait pembuangan limbah B3 adalah
Peraturan Nomor 6 tentang Prosedur dan Persyaratan Pembuangan Limbah dan
Zat Berbahaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada tahun 2021. Meskipun peraturan ini memberikan panduan
teknis dan administratif kepada pelaku usaha terkait pembuangan limbah B3,
peraturan ini tidak menjamin kepatuhan penuh. Untuk itulah, sangat mendesak
untuk mengkriminalisasi pelanggaran yang diakibatkan oleh pembuangan

limbah B3 yang tidak tepat.

> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Peradilan
Pidana, Kencana, Jakarta, 2019, him. 156.



Dari perspektif hukum pidana lingkungan, tanggung jawab pidana
korporasi dapat dikaitkan dengan berbagai prinsip, seperti pertanggungjawaban
mutlak dan tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara terpisah.
Prinsip-prinsip ini memungkinkan korporasi untuk bertindak tanpa tanggung
jawab pribadi dan menjamin perlindungan lingkungan untuk kepentingan
umum.®

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan permasalahan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh korporasi di
Indonesia adalah kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai
tersebut diketahui mengalami pencemaran berat akibat pembuangan limbah
industri, khususnya dari perusahaan tekstil yang membuang limbah cair
mengandung zat kimia berbahaya tanpa melalui proses pengolahan yang
sesuai standar lingkungan. Dampak dari pencemaran tersebut tidak hanya
merusak ekosistem sungai, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat
yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi,
mencuci, dan bahkan konsumsi.

Menurut perspektif hukum lingkungan, tindakan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, korporasi yang terbukti
melakukan pembuangan limbah tanpa izin dan tidak sesuai prosedur dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap badan usaha itu sendiri

® Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Bandung, 2020,
him. 67.



maupun terhadap pihak pengurus yang memberi perintah atau bertanggung
jawab atas kegiatan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan,
sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran lingkungan

Penjelasan ini menyoroti pentingnya dan perlunya penyelidikan lebih
lanjut mengenai tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah
B3. Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis hukum dan aspek-aspek
terkait tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah berbahaya
dan beracun (B3) dari perspektif hukum lingkungan hidup Indonesia.

Untuk itulah, observasi ini punya tujuan guna mendukung
pengembangan lebih lanjut hukum lingkungan di Indonesia dan meningkatkan
efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Karena itu, saya memilih
judul, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Di
Indonesia.”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan informasi di atas, tugas penelitian didefinisikan sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam perspektif

hukum lingkungan di Indonesia?

® Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Bandung, 2020,
him. 67.



2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ditinjau dari hukum
pidana lingkungan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini membatasi analisisnya pada tanggung jawab pidana
perusahaan yang membuang limbah dan zat berbahaya (B3) dari perspektif
hukum lingkungan hidup Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk
memberikan studi yang lebih terfokus dan detail untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.

Studi ini menganalisis prinsip-prinsip hukum serta diterapkan sanksi
pidana terhadap korporasi yang melanggar peraturan tentang pembuangan
limbah berbahaya, dengan fokus pada tanggung jawab penegakan hukum,
pencegahan pencemaran, dan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana
lingkungan. Studi ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum pembuangan limbah
berbahaya dan prinsip-prinsip tanggung jawab pidana korporasi.

Ketentuan dan persyaratan terkait beasiswa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan ke-32 Tahun
2009 mencakup ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan
tanggung jawab pidana untuk perlindungan lingkungan.

2. Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Persyaratan
Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan standar

teknis untuk pembuangan limbah B3 di sektor komersia



3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (StGB) memuat ketentuan
tentang tanggung jawab pidana dan isi hukum pidana.

4. Prinsip dan konsep hukum pidana di bidang perlindungan lingkungan,
termasuk teori tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan
lingkungan.

Studi ini meneliti perusahaan-perusahaan yang membuang limbah
berbahaya, petugas penegak hukum lingkungan, dan lembaga pemerintah yang
berwenang untuk memeriksa dan menegakkan hukum lingkungan. Namun, alih-
alih membahas aspek teknis pengelolaan limbah dari perspektif ilmu
lingkungan, studi ini berfokus pada aspek hukum dan tanggung jawab pidana.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan observasi ini adalah guna analisis serta pemaparan pertanyaan-

pertanyaan berikut:

a. Pernyataan tentang tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

b. Jenis-jenis tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan yang
berkaitan dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari observasi ini meliputi:



a. Manfaat Teoretis
Observasi ini berharap hal ini akan meningkatkan penelitian dan
memperkuat penelitian hukum, khususnya di bidang hukum pidana
lingkungan. teori dan penerapan tanggung jawab pidana korporasi atas
pembuangan limbah berbahaya dan zat berbahaya (B3) di Indonesia.

b. Manfaat Praktis
Observasi ini diharap guna memberi pendataan penting kepada penegak
hukum agar dapat memahami dan mematuhi peraturan terkait tanggung
jawab pidana perusahaan untuk perlindungan lingkungan. Hal ini akan
memungkinkan pemerintah dan perusahaan yang terdampak untuk
memantau dan menegakkan peraturan pembuangan limbah B3 secara
lebih efektif, serta perusahaan untuk meningkatkan manajemen dan
kesadaran akan kewajiban hukum dan peraturan mereka terkait

pembuangan limbah B3.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual berfungsi sebagai kerangka analitis untuk
observasi ini, menjelaskan hubungan antara konsep-konsep kunci,
mendefinisikan istilah-istilah  penting, dan membantu menghindari
kesalahpahaman dalam diskusi penelitian.

Konsep-konsep yang dipakai pada observasi ini adalah sebagai berikut:



1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban Pidana ini dapat dituntut jika memenuhi persyaratan
hukum dan menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
didefinisikan dalam Pasal ini, dan orang yang terlibat dalam tindak pidana
tersebut akan dihukum.’

2. Korporasi
Korporasi adalah badan usaha, terlepas dari apakah ia memiliki kepribadian
hukum atau tidak, yang didirikan oleh satu atau lebih individu dan terlibat
dalam kegiatan komersial yang berkelanjutan dan terorganisir dengan tujuan
menghasilkan keuntungan.®

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada limbah yang
dihasilkan oleh industri atau kegiatan industri, yang mengandung zat
berbahaya dan beracun yang, tergantung pada karakteristik, ukuran, dan
jumlahnya, dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan
manusia, dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.’

4. Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan limbah B3 mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan

pengurangan, pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan,

7 Fakhri Rizki Zaenuddin, hana Farida, dan Rizki Zaenuddin, “Pertanggungjawaban
Pidana Kelompok Terorganisir yang Membuat Opsi Biner llegal berdasarkan KUHP Indonesia,”
8, no. 1 (2022): 163-74.

¥ Eva Syahfitri NasutionSTIH Graha Kirana, “Tanggung Jawab Perorangan dan
Korporasi Atas Tindak Pidana Pencucian Uang” 8, no. 1.2 (2023): 13244,

? Perry Iravan, Yeti Kruniati, dan Danny Haspada, “Perjanjian Pengelolaan Limbah
B3 dalam Perspektif Realitas Hukum RUU No. 32 Tahun 2009,” 5 (2025): 267-80.
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penyimpanan, dan/atau daur ulang limbah B3 sesuai dengan hukum serta
aturan lingkungan yang berlaku.
5. Hukum Lingkungan Hidup

hukum lingkungan hidup mencakup norma-norma hukum yang bertujuan
untuk mengendalikan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan,
memperbaiki kerusakan lingkungan, dan menghukum para pelaku. Dengan
kata lain, hukum lingkungan mengatur hubungan antara manusia dan
lingkungan serta memastikan perlindungan berkelanjutan dan kesejahteraan

sosialnya.'

' Agus Irianto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum lingkungan,”
Jurnal Hukum & Pembangunan 4, no. 2 (2019): 14.



F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

11

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.

No Namfa\. Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti
1. | SuryaInsani Tanggung Jawab Pidana | Penelitian menunjukkan
Kamil PT Freeport Indonesia | bahwa hukum pidana
atas Pencemaran Sungai | lingkungan memainkan peran
Akawagan dan ganda dalam melindungi
Otamona oleh Limbah | kesehatan lingkungan:
Tambang: Sebuah Studi | bersifat menghukum dan
tentang Penerapan Teori | mencegah. Dari perspektif
Tanggung Jawab hukuman, tindakan diambil
Mutlak.(2025) untuk menghukum
pelanggaran peraturan
lingkungan. Dari perspektif
pencegahan, ancaman sanksi
dimaksudkan untuk mencegah
pelanggaran hukum
lingkungan di masa
mendatang. Dalam pengertian
ini, hukum pidana dipandang
tidak hanya sebagai tindakan
hukuman, tetapi juga sebagai
sarana untuk melindungi
kepentingan umum dalam
lingkungan yang sehat dan
berkelanjutan."!

2. | Siti Suryati Tindakan penegakan Meskipun memerangi
hukum terhadap kejahatan ekonomi dianggap
korporasi dalam proses | sebagai praktik yang sudah
pidana. mapan, sangat sedikit
Kejahatan lingkungan perusahaan yang benar-benar
di Provinsi Jawa Barat. | dituntut. Hal ini karena sulit
Hasilnya seri. bagi para penjahat untuk

membuktikan unsur-unsur

"' Surya Insani Kamil, “Tanggung Jawab Pidana PT Freeport Indonesia atas
Pencemaran Sungai Aguwagon dan Otamona oleh Limbah Tambang: Sebuah Studi tentang
Penerapan Teori Tanggung Jawab Mutlak”



12

Proyek Restorasi
Lingkungan (2018)

kejahatan, seringkali
membutuhkan penggunaan
teknik ilmiah (bukti ilmiah),
dan melibatkan banyak
tantangan serius.'

3. | Putra Adi
Fajar, dkk

Penegak hukum
menentangnya...
Orang-orang yang
melakukan kejahatan
lingkungan.

Riset oleh masing-
masing perusahaan
Polusi dan Kerusakan
(2022)

(Sepanjang Sungai
Titanium)

Studi ini menunjukkan bahwa
tanggung jawab pidana atas
pencemaran di Cekungan
Sungai Titarum dapat berlaku
bagi korporasi dan para
pejabat serta direkturnya.
Korporasi menghadapi
hukuman dasar berupa denda
dan hukuman tambahan,
sementara otoritas atau pihak
yang mengeluarkan perintah
dapat menghadapi hukuman
penjara dan denda
berdasarkan Pasal 116
Undang-Undang Program
Lingkungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNEPPLH).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah penelitian

normatif dan hukum, yang meliputi analisis dan interpretasi prinsip-prinsip

hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, serta prinsip dan

teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode observasi ini dipilih

karena studi ini berfokus pada prinsip dan konsep hukum yang berkaitan dengan

2 Siti Suriyati, “Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat
Terkait Reformasi Lingkungan Hidup,” Syiar Hukum Jurnal llmu Hukum 16, No. 16 2 (2018):

207-32.
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tanggung jawab pidana korporasi dalam pembuangan limbah dan zat berbahaya
(B3) berdasarkan hukum Indonesia saat ini."?
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diuraikan dalam proposal ini adalah metode penelitian
hukum umum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi
prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip lain yang
dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari subjek
penelitian.'*Studi ini meneliti ketentuan hukum terkait pembuangan limbah
B3 dan tanggung jawab pidana korporasi, termasuk Undang-Undang
Pengelolaan Perlindungan Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum, prinsip-prinsip hukum berikut dibahas:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi Konstitusi Republik Indonesia tahun
1945, UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penciptaan Lapangan Kerja, KUHP, dan Statistik Prosedur dan Biaya
Pembuangan Limbah Berbahaya dan Limbah Umum tahun 2021

berhubungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

" Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, Ul Publishing House, Jakarta, 2022, him. 51
' peter Mahmood Marzuki, Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, him. 35.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui riset
berbagai sumber seperti perpustakaan, dokumen, undang-undang, dan
peraturan yang berhubungan pada observasi."’

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah dokumen tambahan yang mendefinisikan
sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus
umum bahasa Indonesia, dan kamus hukum.'®

d. Metode Pengempul Data
Dokumen hukum dikumpulkan melalui penelusuran bibliografi,
khususnya dengan mengkatalogkan, mengevaluasi, dan menganalisis
undang-undang, peraturan, dokumen hukum, dan ketentuan hukum
yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini punya tujuan
guna membangun kerangka teoritis yang kuat dan data referensi untuk
meneliti tanggung jawab pidana perusahaan yang pengelolaan limbah
B3.

e. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang terkumpul dilaksanakan penganalisisan teknik
hukum standar, termasuk interpretasi dan perbandingan prinsip-prinsip

hukum, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum. Hasil analisis disajikan

'S Eka Purnamo, Halisa Hayatuddin, dan Erli Salia, “Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelanggar di Polsek Musi Banyuasin Melanggar Konstitusi Republik Indonesia,” Vol.
6, September 2021.
' Jimly Asshiddigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi
Press, 2020)., him.132.



secara teknis dan logis, sehingga memungkinkan respons yang

sistematis dan komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.
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Sistematika Penulisan

Guna memberi deskripsi sistematis tentang perkembangan makalah

ini, sistem klasifikasi berikut digunakan untuk membagi makalah menjadi

empat bagian.

Bab |

Bab Il

Bab 11

Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan karakteristik penelitian, tujuan penelitian dan
hubungannya, cara mendefinisikan masalah, ruang lingkup penelitian,
tujuan dan kebutuhan penelitian, kerangka teoritis, tinjauan umum
penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan cara membuat sistem
analisis data yang memandu pembahasan di bagian selanjutnya.
Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas kerangka teoritis dan hukum berkaitan pada
observasi ini, termasuk teori tanggung jawab pidana korporasi,
definisi dan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
pembuangan limbah B3 menurut hukum lingkungan, dan ketentuan
hukum pidana lingkungan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum yang
relevan, seperti tanggung jawab bersama dan tanggung jawab tanpa
memperhatikan kelalaian, disajikan sebagai dasar untuk menganalisis
tanggung jawab pidana korporasi menurut hukum Indonesia.
Pembahasan

Bagian ini memaparkan observasi kami, yang meliputi:
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1. Di Indonesia, tanggung jawab pidana perusahaan yang menangani
limbah berbahaya dan zat berbahaya diatur oleh undang-undang
yang berlaku (B3).

2. Bentuk pertanggungjawaban ini mengkaji pertanggung jawaban
pidana usaha yang mengelola limbah B3 dari perspektif hukum
pidana lingkungan.

Bab IV  Penutup

Bagian ini merupakan bagian penutup dan mencakup temuan-temuan

terkait isu-isu yang diangkat serta saran-saran konstruktif yang dapat

memandu pengembangan hukum lingkungan dan penegakan

tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia.
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